
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai ketertiban 

umum sebagai alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional 

di Indonesia, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia tidak dapat 

dilaksanakan secara otomatis. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Arbitrase, 

namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. 

Misalnya mengenai penafsiran ketertiban umum yang digunakan sebagai alasan untuk 

menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.  

2. Sejalan dengan pendapat para ahli hukum bahwa Konvensi New York menyerahkan 

kepada pengadilan untuk menafsirkan ketertiban umum, sehingga untuk menentukan 

apakah suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan atau tidak dengan 

ketertiban umum akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.  

3. Terdapat 2 (dua) penafsiran ketertiban umum di antara negara-negara anggota 

Konvensi New York. Ada negara yang lebih mementingkan Ketertiban Umum 

Ekstern daripada Ketertiban Umum Intern karena berusaha untuk mendorong maju 

perdagangan dengan luar negeri. Sikap ini agar dapat diakui sebagai negara yang 

bersikap positif terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang juga 

sejalan dengan tujuan dari Konvensi New York untuk mendorong agar Putusan 

Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di semua negara. Pada 

umumnya, pengadilan negara-negara tersebut menafsirkan ketertiban umum secara 

sempit dimana ketertiban umum diartikan apabila melanggar gagasan paling dasar 

tentang moralitas dan keadilan (the most basic notion of morality and justice). Tetapi, 

ada juga negara yang lebih mementingkan Ketertiban Umum Intern daripada 

Ketertiban Umum Ekstern. Negara-negara demikian mengutamakan perlindungan 

terhadap kepentingan nasional, ekonomi, dan sosial negara. Pada umumnya, 

pengadilan negara tersebut menafsirkan ketertiban umum secara luas yang juga 

mencakup tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional negara.  

4. Dalam Pengadilan di Indonesia, istilah ketertiban umum disamakan dengan istilah 

‘hukum’. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 



 

berlaku di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. 

Exequatur terhadap Putusan Arbitrase Internasional tidak akan diberikan apabila ada 

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar. Pelanggaran terhadap 

keabsahan kontrak atau perjanjian menurut hukum Indonesia juga merupakan 

pelanggaran ketertiban umum. Hal ini terlihat pada kasus E.D. & F. Man (Sugar) v. 

Yani Haryanto. Oleh karenanya, Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat 

dilaksanakan jika perjanjian yang memuat klausula arbitrase tidak memenuhi unsur-

unsur keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

5. Dengan demikian, makna ketertiban umum di Indonesia diartikan secara luas yaitu 

mencakup keadaan dimana Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia atau melanggar kepentingan umum 

Indonesia. Meskipun banyak ahli yang berpendapat bahwa hanya pelanggaran serius 

terhadap keadilan atau proses hukum yang cukup untuk membenarkan Putusan 

Arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan 

ketertiban umum. 

6. Pada prinsipnya ketertiban umum memang tidak dapat diberi batasan maknanya. 

Namun, ketertiban umum seharusnya ditafsirkan secara sempit agar tidak digunakan 

untuk menolak setiap pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Oleh 

karena itu, untuk dijadikan sebagai pedoman tanpa membatasi maknanya adalah 

dengan memberikan tolak ukur dari ketertiban umum yaitu bertitik tolak pada :  

a.  Perma No. 1 Tahun 1990 yang telah mengatur ketertiban umum dalam arti sempit 

yaitu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum 

dan masyarakat di Indonesia. Meskipun telah ada UU Arbitrase, namun oleh karena 

Perma No. 1 Tahun 1990 ini tidak dicabut, maka dapat digunakan oleh hakim 

sebagai panduan atau rujukan dalam menafsirkan ketertiban umum secara sempit 

mengingat UU Arbitrase tidak mengatur demikian. 

b. Melihat dampak dari Putusan Arbitrase Internasional yang akan dilaksanakan 

apakah hanya berdampak pada pihak-pihak dalam sengketa atau berdampak pada 

masyarakat secara luas. Merujuk pada kasus Karaha Bodas Company dengan 

Pertamina dan PLN yang apabila putusan dilaksanakan maka masyarakat di 

Indonesia juga akan ikut terdampak, oleh karena saat itu Indonesia sedang dalam 

krisis ekonomi moneter. Dengan demikian, sebagai tolak ukur, apabila Putusan 

Arbitrase Internasional hanya berdampak pada pihak yang bersengketa maka tidak 

dapat dianggap sebagai pelanggaran ketertiban umum. Sebaliknya, apabila Putusan 



 

Arbitrase Internasional akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan maka 

dapat dianggap sebagai pelanggaran ketertiban umum. 

 

5.2 SARAN 

1. Memberikan makna, kriteria atau ruang lingkup dari ketertiban umum secara tegas 

dan jelas agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menghadapi persoalan 

pelanggaran ketertiban umum dalam Putusan Arbitrase Internasional. Misalnya 

adalah dengan menggunakan pendapat hukum yang berkembang dalam doktrin dan 

yurisprudensi, serta hukum positif yang terkait. Sebagai contoh, sebagaimana 

dikemukakan oleh beberapa ahli yang memberikan tolak ukur atau kriteria penafsiran 

adanya pelanggaran ketertiban umum yang diantaranya adalah (1) Ketertiban Umum 

Domestik dan Ketertiban Umum Internasional; (2) Ketertiban Umum Transnasional; 

dan (3) Ketertiban Umum Prosedural dan Substantif.  
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